BAB IV
ANALISISPUTUSAN PA DEMAK NO. 619/PDT.G/2003/PA.DMK
TENTANG PENOLAKAN MAJELISHAKIM TERHADAP

NAFKAH ANAK (HADHANAH)

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No. 619/ Pdt. G/ 2003/ PA. Dmk
Tentang Penolakan M ajelisHakim Terhadap Nafkah Anak (Hadhanah)

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalamabgbutusan sehingga
putusan tersebut dapat dianggap sah dan mempuekaatan hukum tetap,
antara lain:

1. Putusan hakim harus dibuat secara tertulis daapsgtitusan hakim terdiri
dari 4 bagian yaitd:
a. Kepala Putusan
Kepala Putusan diawali dengan kalimat
“BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM” dan diikuti dengan “DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
b. Identitas Para Pihak
Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No. 619/ &d
2003/ PA. Dmk. Tentang permohonan cerai talak ydiagukan oleh
Sugiyarno bin Sujono sebagai (Pemohon) kepadayiatEvi Nurhidayati

binti Nurhamid sebagai (Termohon) yang pada intidgpat di rangkum

1 Mukti Arto, ibid, him. 262.
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sebagai berikut. Bahwa Pemohon dan Termohon tedatikath secara sah
di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Bonang Katarp Demak
pada tanggal 26 Maret 1994 sebagaimana dalam fotdkdipan Akta
Nikah Nomor 23/23/IV/1994.

. Pertimbangan yang Memuat tentang “Duduk Perkaranydgn
“Pertimbangan Hakim”

Perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohondeeparmohon
yang di sertai dengan dalil-dalil gugatan, jawal@rgugat, bukti-bukti
dan saksi, serta kesimpulan para pihak. PerkawiRamohon dan
Termohon berlangsung = 9 tahun 6 bulan, setelakapgnan Pemohon
dan Termohon seterusnya tinggal di rumah orangraranohon sampai
tahun 1997, perkawinan mereka berlangsung baik-bajik, akan tetapi
setelah kelahiran putri mereka, rumah tangga Pemalam Termohon
sering terjadi perselisihan dan sejak saat itu P@maqergi ke Jakarta
untuk bekerja dan pulang sekitar 2 bulan sekaktdfgaktor penyebab
terjadinya adalah karena Termohon selalu menuahilt Idari hasil kerja
Pemohon. Termohon juga selalu marah-marah dan ibéw@pada
Pemohon sehingga pada pertengahan tahun 1997 igieeselPemohon
dan Termohon mencapai puncaknya dan terjadi pieatpdt tinggal

selama * 6 tahun.
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Sedangkan mengenai pertimbangan hakim memuat dasar-
hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilktiafaan memutus
perkara, baik hukum tertulis maupun yang tidakutest

d. Amar atau Diktum Putusan

Bagian ini didahului dengan kata “mengadili” yantethkkan di
tengah-tengah, dalam baris tersendiri. Amar puttsatiri dari beberapa
poin, tergantung pada petitum penggugat.

2. Mengenai kewenangan Pengadilan terdiri dari dusamac

Kewenangan Relatif diartikan sebagai kekuasaanguilag satu jenis
dan satu tingkatan. Kewenangan Absolut diartikabhagai kekuasaan
pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkavgexis pengadilan atau
tingkatan pengadilahPengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan
bagi mereka yang beragama Islam. Jadi, dalam hdPengadilan Agama
Demak sudah mempunyai kewenangan untuk menyelesaperkara
perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Adapun tenmpangajukan
Permohonan/Gugatan adalah di Pengadilan Agama ryawglayahi tempat
tinggal Termohon/Tergugat.

Jadi, dalam perkara ini sudah benar bahwa Pemohamgajukan
Permohonan ke Pengadilan Agama Demak yang merugekapat tinggal

Termohon.

2 Raihan Rasyid, ibid. him. 27
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Mengenai proses pemeriksaan diawali dengan Mediasiuk
mendamaikan para pihak. Akan tetapi upaya medidak tberhasil sampai
akhirnya Pemohon dan Termohon tetap bersikerak uygtcerai. Terhadap
dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, maka termotm@mberikan jawaban
yang disertai dengan gugatan rekonpensi. Dan sidiiagjutkan dengan
pemeriksaan saksi-saksi dan sampai akhirnya majelism mengabulkan
permohonan cerai talak Pemohon yang berbentuls&oit

Agar putusan hakim dapat berkekuatan hukum tetakea npaitusan
harus sesuai dengan tata cara sesuai dengan keterang berlaku. Dalam
Putusan No. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk sebagaimana yesah penulis
paparkan pada Bab Il maka hal ini sudah sesuajateketentuan yang ada.
Seperti yang disebutkan dalam UU No. 7 tahun 198%)\ydiamandemenkan
menjadi UU No. 3 Th 2006 tentang peradilan agamsalp&2 “ segala
penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus aheatasan-alasan dan
dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal ttertari peraturan-
peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tedaitis yang dijadikan
dasar mengadili®.

Ada beberapa hal yang diminta oleh Termohon dalanga@n

Rekonpensi antara lain:

¥ Ahmad Fauzarklimpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan RermadBandung:
CV. Yrama Widya, him.223.
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Jika terjadi perceraian maka Termohon menuntut dedaemohon

untuk memberikan nafkah yang telah dilalaikan dRgmohon selama + 6

tahun yang menjadi kewajiban yaitu sebagai berikut;

Jika terjadi perceraian “Pemohon atau Tergugat Redasi dibebani

untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 5.p@@hari selama 6

tahun sehingga jumlah keseluruhannya Rp. 10.803.000

Karena selama berpisah tempat tinggal selama + 6unta
Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkahakam
Termohon/Tergugat Rekonpensi menuntut kepada Pemolatuk
memberi nafkah terhutang (madhiyah) setiap harsg@esar Rp. 5.000,-
sehingga jumlah keseluruhannya Rp. 10.800.000,-.

Penggugat Rekonpensi juga menuntut Pemohon/TergRgibnpensi
untuk membayar biaya kesehatan sebesar Rp. 50#tylan maka Rp.
50.000 x 72 bulan (6 tahun) = Rp. 3.600.000,-

Selain itu Termohon/Penggugat Rekonpensi juga ntahukepada
Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaykamaiddah
sebesar Rp. 500.000,- dan nafkah mut’ah sebes&0RM®O0,-

Dari adanya permohonan cerai talak yang diajukam ¢temohon dan
juga gugatan rekonpensi dari Termohon maka Peragadijama Demak
memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.



77

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Sugiyarno bin Sujongjtuk
menjatuhkan talak kepada Termohon (Evi Nurhidaydinti
Nurhamid) di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak.

3. Menyatakan bahwa Tina Rosiana binti Sugiyarno &dakzh hasil
perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.

4. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekoripersiohon
Konpensi untuk sebagian.

5. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi unuk
membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 5.000,hgerselama 6
tahun dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1000

6. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi kuntu
membayar biaya nafkah istri yang lampau selamatah@n sebesar
Rp. 3.240.000,- (Tiga juta dua ratus empat pulboh rupiah).

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpenskunamberi
nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratusrtipiah) dan mut’ah
Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

8. Menolak Gugatan Rekonpensi untuk selebihnya.

Dari keterangan di atas ada beberapa hal yang geduoalisis yaitu
antara lain:

Putusan majelis hakim yang mengabulkan permohoai Bemohon
untuk menceraikan Termohon/Penggugat Rekonpensihsbdnar adanya.

Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU PerkawiNo. 1 tahun 1974
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“untuk melakukan perceraian harus ada cukup aldssmya suami istri itu
tidak akan dapat hidup rukun sebagai suamifstri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huru) {uga
menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alas#ara suami dan istri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkdaantidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangddal ini dapat kita lihat dalam
surat permohonan Pemohon dan Termohon vyaitu p&hsgli dan
pertengkaran yang terjadi terus menerus dikarendkamohon kurang bisa
menerima hasil kerja dari Pemohon.

Majelis hakim juga mengabulkan permohonan Pemohatand
Konpensi untuk menyatakan bahwa Rosiana bintiéBngiadalah anak yang
sah. Hal ini juga sudah benar dan sesuai dengamNtlUL th 1974 tentang
Perkawinan pasal 42 yang menyebutkan “Anak yangaskah anak yang
lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang. $#dd ini dapat dilihat
dari bukti surat yang berupa fotokopi surat kekahiNo. 474.1/138/VI11/2001
tanggal 16 Juli yang dikeluarkan oleh lurah Des&o8ano sebagaimana
disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan No.IntadBu4 Pasal 55 (1):
Pembuktian asal-usul anak hanya dapat dibuktikargate Akte Kelahiran
yang authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat ya@grgvenang. Tuntutan lain

dari Penggugat Rekonpensi pada Tergugat Rekonpmetelah mengenai

* Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Red Sinar kara2007. him 13
® Anggota IKAPI,Kompilasi Hukum IslagBandung: Fokus Media, 2005. him:39
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nafkah yang telah dilalaikan oleh Pemohon/TergiRgkonpensi selama 6
tahun sebesar Rp. 5.000,- per hari.

Dalam hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf b KtaspHukum
Islam “bilamana perkawinan putus karena talak, mb&kas suami wajib
memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekaseéttima dalam iddah,
kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’'in/nugydan dalam keadaan tidak
hamil”.

Akan tetapi karena Pemohon hanya bekerja sebagaih bonaka
majelis hakim memutuskan dan membebankan kepadaoHeemuntuk
membayar nafkah istri sebesar Rp. 1.500,- perdedningga rata-rata 1 bulan
sebesar Rp. 45.000,- selama 6 tahun dengan juratgiukuhan Rp. 45.000 x
72 bulan = Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratusarppluh ribu rupiah).

Penggugat Rekonpensi juga menuntut kepada Terdrigiednpensi
mengenai biaya kesehatan sebesar Rp. 50.000,ulzer dengan jumlah total
sebesar Rp. 3.600.000,- untuk 6 tahun. Dalam hahajelis hakim menolak
tuntutan tersebut karena tidak ada bukti-bukti yemgup, hal ini sudah benar
karena dalam memutus suatu perkara hakim harus om@pcukup bukti
untuk bisa menerima atau menolak suatu tuntutan.

Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Beksinuntuk
membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 5.000,hgrérselama 6 tahun

sebesar Rp. 10.800.000,-.
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Dalam hal ini majelis hakim menolak dengan alasama selama 6
tahun anak dari Pemohon dan Termohon/PenggugatnBeksi diasuh oleh
nenek atau ibu dari Termohon, sehingga biaya kelidumenjadi tanggung
jawab yang mengasuhnya. Penulis kurang setuju derggza yang menjadi
keputusan Hakim. Karena bagaimanapun juga ayahdaly Yerkewajiban
memberi nafkah kepada anak

Sebagaimana dalam pasal 41 huruf (b) UU No. 1 9 ltentang
Perkawinan yang menyebutkan :

Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeihadan
pendidikan yang diperlukan anak ibu, dimana bapslknd kenyataan tidak
memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat mekantbahwa ibu juga
ikut memikul biaya tersebut. Dalam Kompilasi Hukustam pasal 105 (c)
juga disebutkan “dalam hal terjadinya perceraiaiayd pemeliharaan di
tanggung oleh ayahnya”. Kompilasi Hukum Islam pa%&6 huruf (e)
menyebutkan “ bilamana terjadi perselisihan menigeadhanah dan nafkah
anak, Pengadilan dapat memberikan putusan lain”

Dalam hal terjadi perceraian ibu berhak mengasak dan biaya dari
mengasuh itu di bebankan kepada ayah. Adapun nafkékk anak yang
diasuh itu sendiri yaitu semua keperluannya menjeelivajiban bapak

sepenuhnya.

® Peunoh DalyHukum Perkawinan Islapdakarta: PT. Bulan Bintang, 1998, him.409.
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Penggugat Rekonpensi juga menuntut kepada Terdriglabnpensi
untuk membayar nafkah iddah selama 6 tahun selfgsab00.000,- (lima
ratus ribu rupiah). Dalam hal ini majelis hakim Ipemenetapkan dan
menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membeafah iddah
sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi ygagbgkerja sebagai
buruh sebesar Rp. 300.000,- sesuai ketentuan pdSahuruf b Kompilasi
Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena tatakka bekas suami
wajib memberikan nafkah , maskan dan kiswah kepsekas istri selama
dalam masa iddah.

Hal ini sudah benar adanya karena sudah sesuaanldmgentuan
hukum yang berlaku, terakhir tuntutan Penggugat oReé&nsi kepada
Tergugat Rekonpensi mengenai mut'ah sebesar RpO@DO (lima ratus ribu
rupiah). Dalam hal ini majelis hakim berpendapatibsarkan pada pasal 149
huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinaunus karena talak
maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepadadestrinya baik
berupa uang atau benda. Hal ini sesuai dengan jpktufl-Quran

sebagaimana yang tersebut dalam surat Al- Baqaei?d41 yang berbunyi :

(241520 Gyl sl o Lillally
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Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklahedian oleh
bekas suaminya )mut’ah (pemberian) menurut yangrufigAl-
Bagoroh:241j

Karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan sebagakum,

mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi yang bekehagai buruh untuk

memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi haepesar Rp.

200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Hal ini sudandreadanya karena sudah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari keterangan di atas tentang dasar hukum yangdikikn
pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan danetagkan perkara
cerai talak No. 619/Pdt.G/2003/PA. Dmk., menurualisis penulis dasar
hukumnya sudah benar adanya dan sesuai dengarnuketemukum yang
berlaku. Kecuali tentang masalah nafkah affeddhanah)dimana Majelis
Hakim menolaknya. Dalam putusan tersebut Majeliskitda kurang
memberikan penjelasan tentang dasar hukum penolalaefkah anak
(hadhanah)maka dari itu penulis akan menganalisis dasar hupanyang
dijadikan landasan Majelis Hakim dalam memutus gerkterhadap nafkah

anak(hadhanah).

" Yayasan Penyelenggara Penterjemah Lajnah PeMasihaf Alqur'anop.cit, him. 31.
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B. Analisis Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Demak No. 619/ Pdt. G/
2003 tentang Penolakan M ajelis Hakim Terhadap Nafkah Anak (Hadhanah)

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, nsetarus
memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasar hu&ujogg harus memuat
ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yargargkutan yang dijadikan
dasar untuk mengadili.

Dalam putusan Pengadilan Agama Demak No. 619/G7d003 PA Dmk,
hakim menolak permohonan Penggugat Rekonpensi d@phanafkah anak
(hadhanah)dalam hal ini hakim beralasan karena anak tersegilastih oleh ibu
dari Termohon/ Penggugat Rekonpensi jadi menuryelideHakim yang berhak
memberikan nafkah adalah yang mengasuhnya, yaiu déri Termohon/
Penggugat Rekonpensi.

Anak adalah karunia yang diberikan Allah SWT kepaatang tua,
dimana kehadirannya sangat di tunggu-tunggu. Anakupakan amanat yang
dititipkan Allah SWT kepada suami dan istri. Danaanat itu harus dijaga sebaik-
baiknya. Orang tua berkewajiban untuk menjaga anak.

Sebagaimana pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 tentamgawinan
menyebutkan : kedua orang tua wajib memelihara dandidik anak — anak
mereka sebaik-baiknya. Dalam pasal 77 ayat (3) KlasiHukum Islam (KHI)
juga menyebutkan: suami isteri memikul kewajibantuknmengasuh dan
memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertuambyasmani, rohani

maupun kecerdasanya dan pendidikan agamanya.



84

Pada dasarnya pemeliharaan anak menjadi tangguadgjaedua orang
tua. Pemeliharaan tersebut meliputi masalah ekgnpemdidikan dan segala
sesuatu yang menjadi kebutuhan ahaleskipun telah menjadi perceraian, ayah
tetap berkewajiban untuk memberi nafkah sesuaiatekgmampuannya kepada
istri, agar si istri memelihara si anak dengan baik

Sebagaimana dijelaskan dalam Q. S. Al-Baqoroh 283t

- 2%

NERA ‘y; Gy B0AKS Y Cgady Faiss 5e5, 4 oglsal E
(23352 oJJy 4 3;3; N UE.LS}; 515 ALt

Artinya: “....Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaiandeepara ibu
dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebaeilainkan
menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang nifemderita
kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayaten&
anaknya,.”. (QS. Al-Bagarah: 233J.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa ayah berkewajibatuk memberi
nafkah berupa makan dan pakaian kepada para ilgadeara yang makruf, agar
seorang ibu juga bisa merawat dan memelihara agvadfach baik.

Tanggung jawab ekonomi itu berada di pundak suabhagai kepala

keluarga dan tidak menutup kemungkinan tanggunglyaitu beralih kepada istri

8 Ahmad Rofigloc.cit.
° Yayasan Penyelenggara Penterjemah Lajnah PeMasiaf Alqur'an loc.cit.
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untuk membantu suaminya bilamana suami tidak mampelaksanakan
kewajibannya?

Dalam Pasal 41 (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang ddrian
menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan kapemeeraian “bapak
bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan pgadidikan yang
diperlukan anak . Bilamana dalam kenyataannya tildggat memenuhi kewajiban
tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibbum&mikul biaya tersebut.

Dalam Pasal ini dijelaskan jika ayah tidak dapammeuhi kebutuhan
maka ibu juga ikut membantu biaya pemeliharaan .adddan tetapi dalam
Putusan PA No. 619/ Pdt. G/2003 PA. Demak., majeidm berpendapat hanya
karena si anak dari kecil diasuh oleh nenek (ibu darmohon/Penggugat
Rekonpensi) maka yang berhak menanggung biaya pewsgn adalah yang
mengasuhnya yaitu nenek/ibu dari Termohon.

Pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mehytkan dalam hal
terjadi perceraian. Biaya pemeliharaan ditanggufeh ayahnya. Kemudian
dalam pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mebutkan: semua biaya
hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menuru
kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak térsievasa dan dapat
mengurus diri sendiri (21 tahun).

Kewajiban mengasuh itu memang terletak pada ibun kiewajiban

memberi biaya menjadi tanggung jawab ayah. Ketd@ang ayah tidak mampu

10 Zainudin Ali, op.cit, him. 64.
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untuk memberi biaya kepada anaknya dan ibu leisi tmemberi biaya kepada
anaknya, maka ibu juga ikut bertanggung jawab meihblaya tersebut. Dalam

hal ini majelis hakim berpendapat bahwa ibu damdega dari pihak ibu lebih

mampu untuk memberi biaya kepada anaknya. Padaitsapemohon hanya

bekerja sebagai buruh serabutan, sehingga pergagal tidak menentu. Saat itu
Termohon bekerja di Jakarta dan majelis hakimdsatppat bahwa urutan yang
berhak memberi hadhanah adalah nenek/ibu dari Termé&arena saat itu ibu

dari Termohon memang lebih mampu untuk memberidbkepada Tina Rosiana.
Untuk itu majelis hakim menolak permohonan PenggRgkonpenst!

Apalagi menurut penjelasan Bp. Sujono yang merupasigah dari
Pemohon yang menyatakan bahwa selama perkawinamofien itu jarang
sekali berkunjung ke rumah Pemohon, jika Tina Rasiberkunjung ke rumah
Bp. Sujono yang mana merupakan kakeknya, Termoradahhmarah-marah dan
bahkan Termohon pernah mengurung Tina Rosiana. MeBp. Sujono anaknya
yaitu Sugiarno selalu memberi nafkah kepada isin dnaknya sesuai dengan
kemampuannya akan tetapi pemberian tersebut sétalak oleh Termohort?

Penjelasan serupa juga diberikan oleh ibu Sutirdéiks tetangga dari
Pemohon dan Termohon bahwa dia juga pernah melibBahohon menolak

pemberian Pemohon, terlebih lagi jika Pemohon adiakga Pemohon memberi

1 Wwawancara dengan Bp. Abdul ghqfisebagai hakim ketua dalam putusan PA No.
619/Pdt.G/2003/PA.Demak.
2\Wwawancara dengan Bapak Sujono, ayah dari Pemdhoggal 21 April 2010.
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makanan kepada Tina Rosiana, Termohon marah darbwaem makanan yang
diberikan Pemohot?

Jika dilihat dari keadaan rumah dan kondisinyau&eja Termohon
memang lebih mampu untuk memberi biaya kepada. THederangan yang
penulis dapatkan dari tetangga Pemohon dan Termjpiggnmenyatakan bahwa
keluarga Termohon memang lebih mampu jika dibardingdengan keluarga
Pemohon.

Dari beberapa keterangan di atas, penulis kuratgjusdengan apa yang
menjadi keputusan hakim dalam memutus perkara N8/ Bdt. G/2003 PA.
Dmk. Karena ketika seorang ayah tidak mampu mekderibiaya kepada
anaknya maka ibu juga bertanggung jawab ikut memamg biaya pemeliharaan
anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 (2) UU No.aHurt 1974 tentang
Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya pedavikarena perceraian
“bapak bertanggung jawab atas semua biaya penedihatan pendidikan yang
diperlukan anak . Bilamana dalam kenyataannya tildggat memenuhi kewajiban
tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibbum&mikul biaya tersebut.

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa jika bapaktidampu maka ibu
ikut menanggung biaya terhadap anak, bukan ibutdariohon. Nenek atau ibu
dari termohon itu hanya berhak memberikan pengasdatam hal pendidikan

dan menjaga anak tapi bukan dalam hal biaya. Bagepun juga kewajiban

13 Wawancara dengan ibu sutinah, Tetangga dari Pemdéo termohon. Tanggal 21 April
2010.
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memberi nafkah terletak pada ayah bukan pada ge&pg mengasuhnya. Sesuai

dengan kemampuan ayah.



